


Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 4421);  

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

  9. Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 



110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  16. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6057); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6178); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 



Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 1425); 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2  Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4); 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Nomor 6); 

  29. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  

2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 

Nomor 52) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2021 Nomor 19); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 



 

Pasal 1 

(1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

a. Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)        Rp.    104.047.427.279,40 

2. Pendapatan Transfer                  Rp. 1.106.886.282.594,21 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah   Rp.      22.804.499.000,00 

       Jumlah Pendapatan Rp. 1.233.738.208.873,61 

b. Belanja : 

1. Belanja Operasi : 

a) Belanja Pegawai Rp.   425.050.404.307,00  

b) Belanja Barang dan Jasa Rp.   297.645.444.167,00 

c) Belanja Subsidi Rp.            82.622.000,00 

d) Belanja Hibah Rp.     26.458.506.782,00 

e) Belanja Bantuan Sosial Rp.       2.287.650.300,00 

2. Belanja Modal : 

 Belanja Modal Rp.    184.184.390.098,00 

3. Belanja Tidak Terduga Rp.           0,00 

4. Belanja Transfer  

  a)  Belanja Bagi Hasil Rp.        2.252.685.138,81 

  b)  Belanja Bantuan Keuangan Rp.   158.569.676.000,00 

 Jumlah Belanja Rp.  1.096.531.378.792,81 

 DEFISIT Rp.    137.206.830.080,80 

c. Pembiayaan : 

1. Penerimaan  Rp.   247.669.847.224,59 

2. Pengeluaran Rp.                            0,00 

    Jumlah Pembiayaan Netto Rp.   247.669.847.224,59 

    Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

    Tahun Berkenaan     Rp.    384.876.677.305,39 

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam Pasal  

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran : 

(3) Ringkasan Laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam 

Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 
 

Pasal 2 

(1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (3),  dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Penjabaran Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 

 

 

 

 




